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[bookmark: 1.1__Latar_Belakang_Masalah]1.1	LatarBelakang Masalah
Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak yang harus terus dipacu agar menjadi sumber utama Anggaran dan Pendapatan Negara. Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran pendapatan dan Balanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain Pemerintahan pusat atau negara, pemerintahan daerah baik ditingkat I (provinsi) maupun II (Kabupaten/kota) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. Berdasarkan Permendagri N0.13 Tahun 2006, APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,lalu ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peran pajak sangatlah penting bagi berjalannya pemerintahan suatu negara. Pajak memiliki peran diantaranya sebagai anggaran atau penerimaan (budgeter), digunakan untuk mengatur (regulator), sebagai stabilitas, serta sebagairedistribusi pendapatan. Suatu negara dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang dapat dinilai dari kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pajak dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak baik yang berupa perorangan maupun Wajib Pajak berbadan hukum. Pada intinya dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran darirakyatkepadanegaraberdasarkanundang-undang,tanpaadanyaimbalanatau imbalbalikyangsecaralangsungdapatditunjukkanyangdigunakanuntukbiaya
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rutindanPembangunan(Khairani,2023).
Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan(PBB). PBB termasuk pajak negara yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.Tetapi karena objeknya berada di daerah,Maka APBD mendapat bagian yang lebih besar.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan juga bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang ataubadan yangsecaranyatamempunyai suatu hak atas bumi, dan jugamemiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Terhitung 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)SektorPerdesaan danSektorPerkotaan (P2)kepadapemerintah Kabupaten dan Kota. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan ekonomi daerah dandesentralisasifiskal,sepertitertuangdalamUndang-UndangNomor28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yangterus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur serta bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai erat kaitannya dengan tugas pemerintah terkhusus kepada Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan serta penyidikan pajak(Waluyo, 2023).
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Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Batu Bara No.1 tahun 2024 pasal 1 ayat 40 tentang Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tahun) kalender,yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkanpajak yangterhutang.Rendahnyatingkatkepatuhanwajibpajakbumi dan bangunan termasuk pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dimana masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara yang tidak membayar pajak, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel1.1

DataWajibPajakTerutangpadaPajakBumi danBangunandiBPPRD
KabupatenBatuBara

	Tahun
	JumlahWP terutang
	JumlahWP bayar
	JumlahWP terdaftar

	2019
	60.395
	59.079
	119.474

	2020
	78.750
	45.052
	123.802

	2021
	77.750
	50.208
	127.955

	2022
	127.726
	54.880
	182.606

	2023
	127.177
	58.586
	185.763


Sumber:Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Batu Bara Berdasarkantabeldiatasdapatdilihatbahwamasihbanyaknyajumlah
wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak membayar pajak. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya sebenyak 58.586 orang, sedangkan jumlahwajibpajakterutangadalahsebanyak127.177orang.Jikadipresentasikan

maka hanya 46% wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Dengan kata lain, sebanyak 127.177 wajib pajak terutang sudah tidak melaporkan pajak bumi dan bangunannya selama 3 tahun berturut-turut. Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Batu Bara No.1 tahun 2024 pasal 1 ayat 42 tentangutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Berikut ini adalah data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam waktu lima tahun terakhir dan disajikan dalam tabel berikut:
[bookmark: Tabel_1.2]Tabel1.2
DataPenerimaanPajakBumidanBangunanPadaBPPRDKab.BatuBara
	Tahun
	Target
	Realisasi
	presentasi

	2019
	28.037.006.154
	23.249.247.731
	82%

	2020
	41.555.636.710
	19.870.956.732
	47%

	2021
	59.751.145.366
	26.097.370.945
	43%

	2022
	36.099.182.375
	25.441.622.344
	70%

	2023
	39.060.694.596
	26.032.934.471
	66%


Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Berdasarkantabel1.2didapatdilihatbahwarealisasipenerimaanpajak
bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah di tentukan dimana pada tahun 2019 jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah senilai 28.037.006.154, sedangkan realisasinya hanya mencapai 23.249.247.731. begitu juga pada tahun-tahun berikutnya, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Barabelummampumemenuhitargetpenerimaan.Haliniakanmenyebabkan

menurunnyapendapatanaslidaerahsertatersendatnyaprogrampembangunandan belanja pemerintah. Jika dipersentasikan seluruh total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 hanya mencapai 61,6%, artinya masih ada 38,4% lagi data wajib pajak yang belum dibayarkan.
Mengingatselaluadanyawajibpajakyangmenunggakatauterlambatdalam membayar Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) tersebut maka pemerintah daerah dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 tentang cara pengurangan dan penghapusan/pemutihan sanksi pajak, tetapi sampai tahun 2023 masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi dan tidak membayar pajak bumi dan bangunan.
Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian tindakan supayapenanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa (Mohammad et al.2017). Menurut Yusnidar et al.(2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaradan sanksi perpajakan.
PenagihanpajakadalahserangkaiantindakanyangdimulaidariPenerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukanrangkaian kegiatanyangberkelanjutandantuntasdalammelaksanakan

proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi danbenar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat (Muljono, 2020). Secara rinci, penagihan pajak dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
Berikut ini adalah data surat tagihan bumi dan bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun yang disajikan pada tabel berikut:
[bookmark: Tabel_1.3]Tabel1.3
DataSuratTagihanPajakBumidanBangunanPadaBPPRDKabupaten Batu Bara
	Tahun
	Surat Tagihandi
Terbitkan
	SuratTagihan yang
Kembali
	Persentasi

	2019
	117.933
	103.821
	88%

	2020
	132.617
	89.794
	67%

	2021
	131.751
	90.018
	68%

	2022
	123.614
	70.015
	56%

	2023
	126.784
	122.356
	96%


Sumber : BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah KabupatenBatu BaraBerdasarkan tabel 1.3 di atas dapat di lihat dapat bahwa surat tagihan pajak bumi danbangunanpadaBadanPengelolaanPajakdanRetribusiDaerahKabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah di tentukan dimana pada tahun 2019jumlahtargetsurattagihanpajakbumidanbangunanadalah117.933,sedangkan surat kembali hanya mencapai 103.821. begitu juga pada tahun-tahun berikutnya,surattagihanpajakbumidanbangunanpadaBadanPengelolaan PajakdanRetribusiDaerahKabupatenBatuBarabelummampumemenuhitarget.Jikadipersentasikanseluruhtotalsurattagihanpajakbumidanbangunan

pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 hanya mencapai 70 %, artinya masih ada30% lagi surat tagihan pajak yang belum dikembalikan dari jumlah surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
Menurut Mohammad(,2017) dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskuslebihmengedepankanfungsipembinaan,agarwajibpajakyangmenunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Selain rendahnya penagihan pajak, pemeriksaan pajak juga salah satu penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana pemeriksaan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih rendah sehingga masyarakat banyak yang tidak melaporkan SPT-nya. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi.
Sanksi perpajakan yang di tetap oleh pemerintah dimana berdasarkan peraturan menteri keuangan namor: 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat satu (1) SPT pajak bumi dan bangunan memuat pajak bumi dan bangunan atau yang tidak atau kurang bayar ditambahdengan denda administrasisebesar 2% (duapersen)per bulandaripajak bumi dan bangunan yang tidak atau kurang bayar.
Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya.Selainsanksiperpajakanyangrendah,masihkurangnyaminat

masyarakat untuk melakukan pembayaran surat tagihan pajak yang di keluarkan dinas terkait.
Dari fenomena di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATUBARA”.
[bookmark: 1.2._Identifikasi_Masalah]Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut:
1. Masih ada 30% Surat tagihan yang di terbitkan oleh BPPRD Kab.Batu Bara yang belum kembali.
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPRD Kab.Batu Baratidak mencapai target menyebabkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah
3. Masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan di BPPRD Kab.Batu Bara.
[bookmark: 1.3.__Batasan_Masalah]Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti dari beberapa identifikasi masalahyang telah diuraikan tersebut, maka peneliti membatasi masalahnya hanya pada: “Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara”.



[bookmark: 1.4._Rumusan_Masalah]RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. Apakah penagihan pajak daerah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten Batubara?
3. Apakah penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajakdan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara?
[bookmark: 1.5._Tujuan_Penelitian]Tujuan Penelitian
Adapunbeberapatujuandilakukannyapenelitianiniadalahuntumengetahui:
i. 1. Untuk mengetahui Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.
ii. 2. Untuk mengetahui Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WajibPajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.
iii. 3. Untuk mengetahui Pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.

[bookmark: 1.6.__Manfaat_Penelitian]Manfaat Penelitian

[bookmark: 1.6.1._Bagi_Peneliti]Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman penulis mengenai materi tentang penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan analisis kritis dan memperdalam kembali kajian teori bagi peneliti dalam mengkaji materi pemeriksaan dan penyidikan pajak yang pernah dipelajari pada masa perkuliahan.
[bookmark: 1.6.2.Bagi_Universitas_Muslim_Nusantara_]BagiUniversitasMuslimNusantaraAlWasliyah
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang mengemban ilmu pengetahuan di Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan.
[bookmark: 1.6.3.Bagi_Instansi_Pemerintahan_Dinas_B]Bagi Instansi Pemerintahan Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara
Instansi pemerintah Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara diharapkan mampu membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik dalam menghadapi pengaruh sistem informasi, motivasi kerja dan fasilitas administrasi terhadap prestasi kerja dan pelayanan masyarakat.
[bookmark: 1.6.4.Bagi_Peneliti_Selanjutnya]BagiPeneliti Selanjutnya
Untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas serta memberi informasi pengetahuan baru tentang kondisi yang akan dihadapi dalam meningkatkan kredibilitas ilmu.
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